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Abstrak
 

Tulisan ini menganalisis bagaimana pentingnya penerapan mekanisme pemberitahuan (notifikasi) keadaan

kahar pada praktik kontrak dewasa ini, khususnya terhadap kebijakan dan implementasinya di Indonesia dan

Belanda. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam hal prestasi tidak

dapat dilaksanakan karena suatu peristiwa yang berada di luar kontrol debitur, maka debitur dapat

mendalilkan keadaan kahar sebagai dasar untuk mengurangi atau membebaskan debitur dari tanggung jawab

atas biaya, ganti rugi, maupun bunga terhadap tuntutan wanprestasi. Dalam praktiknya, selalu ada

kemungkinan dimana debitur mendalilkan keadaan kahar atas itikad buruk, misalnya dengan menggunakan

keadaan kahar sebagai alasan yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu prestasi padahal wanprestasi

terjadi karena kelalaiannya sendiri, atau debitur yang tidak mematuhi persyaratan prosedural dalam kontrak

seperti ketentuan untuk memberikan notifikasi tertulis atas keadaan kahar yang menimpanya segera setelah

keadaan tersebut terjadi. Maka dari itu, demi memberikan perlindungan kepada kreditur dari tindakan-

tindakan demikian, penting bagi Indonesia untuk memiliki kepastian hukum mengenai ketentuan mekanisme

pemberitahuan/notifikasi keadaan kahar sebagai syarat prosedural debitur yang mendalilkan keadaan kahar,

berikut dengan implikasi hukum apabila gagal melakukannya. Berbeda dengan Indonesia, Belanda sebagai

negara pembanding telah mengenali pentingnya mekanisme ini dalam doktrin, praktik kontrak, serta per

timbangan Hakim dalam kasus hukum konkret.

......This paper analyzes the importance of the application of force majeure notification mechanism in recent

contract practices, especially on its policy and implementation in Indonesia and the Netherlands. This paper

is prepared using doctrinal research method. In the event that the performance cannot be fulfilled due to an

event that is beyond the debtor's control, the debtor can claim force majeure as a basis for reducing or

relieving the debtor from liability for costs, damages, and interest on the default claim. In practice, there is

always the possibility that the debtor may argue force majeure in bad faith, for example by using force

majeure as an excuse that results in the non-performance of a performance when the default occurred due to

his own negligence, or a debtor who does not comply with procedural requirements in the contract such as

the provision to provide written notification of force majeure as soon as it occurs. Therefore, in order to

provide protection to creditors from such actions, it is important for Indonesia to have legal certainty

regarding the provisions of the force majeure notification mechanism as a procedural requirement for

debtors who postulate force majeure, along with the legal implications of failing to do so. As opposed to

Indonesia, the Netherlands as a comparative country has recognized the importance of this mechanism in

doctrine, contractual practice, as well as the consideration of Judges in concrete legal cases.
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